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BAB IV 

GAMBARAN UMUM 

 

A. Gambaran Umum Obyek Penelitian 

1. Sejarah PT. BPR Syari’ah Lantabur Tebuireng 

PT. BPR Syari’ah Lantabur Tebuireng adalah suatu lembaga 

keuangan atau perbankan pertama yang berdiri diwilayah Jombang yang 

beroperasi berdasarkan prinsip syari’ah. Diawali dengan keinginan untuk 

dapat menjalankan perekonomian secara Islam dan berusaha meningkatkan 

perekonomian umat di wilayah Jombang, dengan diprakarsai oleh 

Tebuireng, Jombang dan masyarakat yang peduli terhadap perekonomian 

umat, maka dibentuklah lembaga keuangan yang bernama  PT. BPR 

Syari’ah Lantabur Tebuireng dengan ijin pendirian berdasarkan keputusan 

MENKUMHAM No.C-7026.HT.2005 dan izin dari Bank Indonesia 

No.8atau4atauKEP.GBIatau2006. 

PT. BPR Syari’ah Lantabur Tebuireng mendapatkan dukungan 

yang luar biasa dari masyarakat dalam setahun pembukaannya. Hal ini dapat 

dilihat dengan adanya peningkatan yang luar biasa dalam menghimpun dana 

dari pihak ketiga (Tabungan dan Deposito) yaitu sebesar 

Rp.1.616.985.069,00 per maret 2007 dengan tingkat imbalan yang 

menguntungkan yaitu kurang lebih 7% per tahun. Disamping itu,  

kepercayaan masyarakat menjadi lebih kuat dikarenakan PT. BPR Syari’ah  

Lantabur Tebuireng Jombang juga merupakan lembaga keuangan yang 

35 
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dijamin oleh pemerintah melalui program penjamin dana pihak ketiga 

(LPS). Dengan adanya jaminan diatas maka sangat menguntungkan dan 

aman jika masyarakat berinvestasi pada Lembaga Keuangan PT. BPR 

Syari’ah Lantabur Tebuireng. Investasi dapat dilakukan melalui program 

Tabungan Mudharabah dan Deposito Mudharabah. 

PT. BPR Syari’ah Lantabur Tebuireng memiliki peranan penting 

dalam menggerakkan sektor riil yaitu dengan memberikan modal kerja dan 

modal investasi kepada UKM dan UMKM di wilayah Jombang dengan total 

pembiayaan sebesar Rp.1,665,675.274,00 per maret 2007. Pembiayaan 

tersebut terbagi atas pembiayaan perdagangan, pertanian dan usaha 

produktif lainnya. Pembiayaan lain yang digunakan adalah pembiayaan 

akad mudharabah (bagi hasil), musyarokah (jual beli), dan ijarah (sewa-

menyewa). Keseluruhan pembiayaan harus berdasarkan kesepakatan 

bersama. 

PT. BPR Syari’ah Lantabur dikelola secara profesional dan amanah 

karena pengelola mendapatkan pembekalan dan keilmuan yang cukup 

dengan aktif mengikuti pelatihan yang diadakan oleh Bank Indonesia dan 

lembaga keuangan lainnya. Disamping itu, sebagian besar karyawan 

pengelola PT. BPR Syari’ah Lantabur Tebuireng adalah alumni dari Pondok 

Pesantren Madhrasatul Qur’an Tebuireng1. 

 

1 Company Profile PT BPRS Lantabur Tebuireng, 2006, Jombang, Lantabur.pst@gmail.com 
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2. Visi dan Misi PT. BPR Syari’ah Lantabur Tebuireng 

Visi 

Mengemban amanah ekonomi Islam 

Misi 

Bermitra dan bergabung dengan masyarakat luas sebagai upaya 

mengembangkan usaha kecil dan menengah dalam rangka 

menggali potensi daerah khusunya pada lembaga pendidikan Islam. 

 

3. Struktur Organisasi. 

STRUKTUR ORGANISASI PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT  

SYARI’AH LANTABUR TEBUIRENG JOMBANG 
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4. Job Description 

a. Kepala Cabang 

1. Merumuskan dan mengusulkan kebijakan umum bank untuk masa 

yang akan datang kepada komisaris agar tercapai tujuan kontitunitas 

operasional perusahaan. 

2. Menyusun dan mengusulkan rancangan anggaran perusahaan dan 

rancangan kerja untuk tahun buku yang baru kapada dewan komisaris. 

3. Mengajukan neraca dan perhitungan laba atau rugi tahunan serta 

laporan-laporan berkala lainnya kepada komisaris untuk mendapatkan 

penilaian. 

4. Menyetujui pemindahan tangan saham-saham kepada pemilik baru 

yang ditunjuk dan dipilih oleh pemegang saham lama. Setelah 

mengikuti prosedur yang telah ditetapkan dalam anggaran dasar 

mengenai pemindahan tangan saham-saham. 

5. Mengadakan rapat umum pemegang saham minimal satu tahun sekali. 

6. Memberi persetujuan besarnya gaji dan tunjangan lainnya yang harus 

dibayarkan kepada pegawai bank. 

b.  Marketing Funding 

Tugas dan Tanggung Jawab Marketing Funding antara lain : 

1. Memasarkan produk-produk bank kepada masyarakat yang tergolong 

potensial. 
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2. Membuat jadwal penghimpunan dana baik tabungan, deposito, 

maupun angsuran. 

3. Melakukan kegiatan penjemputan dana sesuai jadwal yang telah dibuat 

dan disetujui oleh Manager Marketing. 

4. Melaporkan secara tertulis dan meminta persetujuan Manager 

Marketing atas penjemputan dana yang telah dilakukan setiap hari. 

c. Marketing Lending 

Tugas dan tanggung jawab Marketing Lending antara lain : 

1. Mencari peluang-peluang nasabah yang potensial sebagai perolehan 

sumber dana maupun alokasi dana pembiayaan. 

2. Melakukan pendekatan dengan nsabah yang potensial. 

3. Menjaga dan membina hubungan baik dengan nasabah. 

4. Memproses pengajuan pembiayaan dari calon debitur meliputi 

pemeriksaan kelengakapan data survei lapangan, analisa pembiayaan, 

serta persetujuan pembiayaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

d. Legal dan Administrasi Pembiayaan 

Tugas dan Tanggung jawab Legal dan Administrasi antara lain :  

1. Memeriksa kelengakapan dan keabsahan dokumen atas pembiayaan 

yang telah disetujui. 

2. Menyimpan berkas-berkas akad dan pengikatan jaminan terhadap 

pembiayaan yang telah direalisir. 

3. Mengatur jadwal penandatanganan akad dan pencarian pembiayaan. 

 

 
 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

40 
 

 

 

e. Operasional 

Tugas dan tanggung jawab Operasional antara lain : 

1. Mengotoritas slip-slip transaksi dari kasir dan semua bagian yang 

menghimpun data. 

2. Memeriksa kelengkapan bukti-bukti mutasi pembukuan dan kebenaran 

pencatatan transaksi atau tiket dari masing-masing bagian. 

3. Membuat rekapitulasi harian operasional. 

f. Teller  

Tugas dan tanggung jawab Teller antara lain : 

1. Memberi pelayanan penarikan dan penyetoran uang, cekataubliyet 

giro dari nasabah kepada bank secara tepat, cermat, lancar dan ramah. 

2. Bersama-sama Manager Operasional membuka pintu khasanah. 

3. Meminta cash teller dari Manager Operasional setiap hari. 

g. Customer Service 

Tugas dan tanggung jawab Customer Service antara lain : 

1. Melayani setiap tamu atau nasabah yang bermaksud bertemu dengan 

staf atau pegawai secara baik dan Islam. 

2. Memberikan keterangan yang dibutuhkan oleh tamu atau nasabah 

mengenai produk-produk maupun sistem kerja bank syari’ah. 

3. Membantu calon nasabah atau debitur dalam melengkapi berkas-

berkas persyaratan yang harus diserahkan ke bank. 
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h. Office Boy 

Tugas dan tanggung jawab Office Boy antara lain adalah : 

1. Memberikan dukungan kepada semua pegawai yang memerlukan 

sesuatu untuk menjamin kelancaran tugas dan pekerjaannya. 

2. Memeriksa sarana kantor menjelang tutup kantor. 

3. Merapikan berkas-berkas yang berantakan dan mengembalikan pada 

tempatnya. 

 

B. Penyajian Data 

1. Modal dalam Pembiayaan Mudharabah.  

  Syarat modal dalam pembiayaan mudharabah yaitu modal tersebut 

harus diketahui jumlah dan jenisnya. Modal bisa berbentuk uang atau 

barang. Apabila modal berbentuk barang maka harus ditentukan nominalnya 

di awal akad. Misalkan, “mesin foto copi seharga Rp.5 juta, maka nasabah 

harus mengembalikan modal pokok sesuai dengan harga mesin foto copi 

yaitu Rp. 5 juta meskipun suatu saat harga mesin foto copi naik“2. 

Sasaran Modal diberikan kepada Mudharib yang sudah memenuhi 

syarat dan cakap hukum, berpengalaman minimal satu tahun dalam dunia 

usaha, dan usahanya tidak berada dalam daftar kredit macet di suatu bank. 

22Hasil wawancara dengan Bpk.Heru Setyawan,  Kamis,  29 Oktober 2015, Pukul 09.00 WIB, di 
Kantor PT. BPR Syari’ah Lantabur Tebuireng, Jl. Ahmad Yani, Ruko Citra Niaga Blok.E-11, 
Jombang. 
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Memiliki karyawan minimal 19 karyawan dan operasional usaha lancar atau 

produktif. 

Modal yang disetor sepenuhnya menjadi tanggung jawab bank 

syari’ah (Shahibul Maal). Jika terjadi kerugian, maka sepenuhnya 

ditanggung oleh bank syari’ah. Sebaliknya, apabila kerugian diakibatkan 

karena kelalaian, menyalahi akad, atau aturan lainnya secara disengaja, 

maka pihak nasabah yang bertanggung jawab atas modal yang diberikan 

oleh bank syari’ah. Oleh karena itu, ketika melakukan akad, nasabah harus 

memenuhi jaminan atau anggunan baik fisik maupun non fisik. 

Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya dikarenakan agar tidak 

terjadi sengketa ketika pembagian modal. Selain itu agar mudah dalam 

penghitungan baik ketika bagi hasil maupun ketika nasabah mengembalikan 

modal pokok mudharabah. 

Modal juga harus diketahui jumlah dan jenisnya waktu 

melaksanakan akad atau transaksi. Pihak bank tidak boleh merubah akad 

ketika proses berjalannya usaha nasabah, kecuali sebelumnya ada 

kesepakatan di awal akad. Untuk itu, semuanya harus benar-benar 

ditentukan di awal akad atau transaksi. 

Modal juga harus diketahui jumlah dan jenisnya saat di lokasi Bank 

BPR Syari’ah Lantabur Tebuireng, yang mana modal tersebut dicairkan dan 

diberikan oleh pihak administrasi. 

Strategi Modal yang diberikan dapat berbentuk uang atau barang 

yang memiliki nilai sama. nasabah harus memenuhi syarat yang diajukan 
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oleh pihak bank syari’ah, semisal : 5C yaitu harakter (Karakter), Capacity 

(Kemampuan), Capital (Modal), Colleteral (Jaminan), Condition (Kondisi). 

sehingga nasabah benar-benar layak untuk mendapatkan pembiayaan. 

Apabila nasabah membutuhkan barang untuk kebutuhan usahanya maka pihak 

bank syari’ah mencarikan barang tersebut dengan taksiran harga yang jelas.  

Modal yang diberikan dapat berupa uang atau barang yang memiliki 

nilai sama. Apabila Modal berbentuk uang, maka diberikan secara tunai dan 

jika modal berupa barang, maka diberikan berupa barang yang telah 

ditentukan taksiran harganya dan dinilai pada waktu akad. Contoh ; pihak 

nasabah membutuhkan alat atau barang berupa mesin produksi, maka mesin 

produksi tersebut harus ditaksirkan harganya, agar semuanya transparan dan 

jelas serta mudah dalam proses transaksinya3. 

Sasaran modal berupa uang atau barang adalah nasabah yang 

membutuhkan modal berupa barang atau mesin semisal mesin foto copi, 

maka mesin tersebut harus dinominalkan pada waktu akad. Apabila harga 

mesin foto copi Rp. 6 juta, maka pengembaliannya juga Rp. 6 juta meskipun 

suatu saat haraga barang naik, maka pengembalian modal tetap memakai 

acuan pada kesepakatan awal. 

Kedua belah pihak harus berani bertanggung jawab atau 

menanggung resiko atas akad mudharabah mengingat konsekuensi dari 

prinsip Taraddin Minkum (sama-sama rela). Bank syari’ah rela 

3 Hasil wawancara dengan Bpk.Heru Setyawan,  Sabtu,  31 Oktober 2015, Pukul 09.00 WIB, di 
Kantor PT. BPR Syari’ah Lantabur Tebuireng, Jl. Ahmad Yani, Ruko Citra Niaga Blok.E-11, 
Jombang. 
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mengkontribusikan dananya untuk memenuhi kebutuhan nasabah, baik 

berupa uang atau bersedia mencarikan barang yag dibutuhkan untuk usaha 

nasabah, sedangkan pelaksana usaha setuju untuk mengkontribusikan 

tenaga, pikiran dan potensi berwirausaha demi mengembangkan usahanya. 

Nasabah bersedia menjalankan usaha dengan baik dan jujur tidak 

menyelewengkan keuntungan usaha serta mengembalikan modal sesuai 

waktu jatuh tempo. 

Modal yang diberikan berupa uang atau barang yang nilainya sama 

dikarenakan Pembiayaan Mudharabah merupakan pembiayaan modal kerja, 

bisa berupa uang atau barang menyesuaikan kebutuhan usaha nasabah. 

Apabila berbentuk barang, maka harus sama nilainya bila dinominalkan 

ditentukan di awal akad agar tidak terjadi kerancuan bila sewaktu-waktu 

harga pokok barang naik. Disamping itu, agar tidak ada unsur gharar 

(ketidak pastian), masyir (penipuan) dan riba dan keseluruhannnya harus 

ditentukan saat kontrak. 

Modal yang diberikan berupa uang atau barang harus diketahui dan 

ditentukan nilainya ketika melakukan akad dan tidak dapat ditoleransi 

kecuali terjadi kesepakatan-kesepakatan saat melakukan akad. Ketika 

prosedur sudah dipenuhi dan nasabah layak untuk diberikan pembiayaan 

modal kerja, maka sudah menjadi kesepakatan bahwa modal berupa uang 

atau barang harus diberikan kepada Mudharib sesuai tujuan atau 

kesepakatan yang sudah diberikan. Bila nasabah membutuhkan semacam 
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barang produksi, maka kami pihak bank syari’ah akan berusaha 

memenuhinya. 

Modal yang telah diketahui jumlah dan jenisnya kemudian 

diserahkan kepada nasabah di ruangan bagian Legal. Bagian Legal 

merupakan bagian yang melakukan akad atau yang mengikat ketentuan–

ketentuan yang harus di penuhi oleh nasabah. Jadi bentuk modal yang 

diketahui jumlah dan jenisnya ditentukan ketika akad, di ruangan bagian 

Legal.  

Pihak bank menggunakan cara yang sederhana untuk mencarikan 

barang yang dibutuhkan oleh nasabah. Setelah barang ditemukan, kemudian 

kita tentukan harga pokok dari perolehan barang yang kita dapatkan. 

Kemudian kita tambahkan dengan harga jasa atau fee yang pantas untuk 

pihak bank. Maka harga yang kita sepakati adalah harga pokok perolehan 

barang ditambah harga jasa untuk pihak bank syari’ah selaku pencari barang 

untuk pihak mudharib atau nasabah.  

Bentuk modal berdasarkan keputusan Dewan Syari’ah Nasional 

yaitu bahwa modal harus tunai dan bukan piutang, diberikan dan ditentukan 

ketika akad. Menurut sebagian ulama’, kalau bisa modal harus tunai dan 

jangan berupa barang dengan alasan mudharabah dengan barang itu 

menimbulkan kesamaran4. 

4 Hasil wawancara dengan Bpk.Heru Setyawan,  Senin, 02 November 2015, Pukul 15.00 WIB, di 
Kantor PT. BPR Syari’ah Lantabur Tebuireng, Jl. Ahmad Yani, Ruko Citra Niaga Blok.E-11, 
Jombang. 
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Modal diberikan secara tunai kepada mudharib atau nasabah yang 

telah memenuhi kriteria melalui analisa 5C dan nasabah juga cakap hukum, 

mengerti akan hal-hal yang harus diperhatikan dalam hukum syari’ah. 

Pihak bank bertanggung jawab atas modal yang diberikan kepada 

nasabah,karena pihak bank ikut memproses semua prosedur Pembiayaan 

Mudharabah. Terutama Account Officer yang mengadakan survei nasabah, 

Legal yang mengecek dan menilai persyaratan pembiayaan dapat 

direalisasikan dan Legal juga yang berhak memproses akad atau yang 

mengikat hukum dan Administrasi adalah bagian mencairkan modal 

sekaligus yang membuat modul penyimpanan pembiayaan. Kepala cabang 

memiliki tugas untuk memutuskan bahwa nasabah layak mendapatkan 

pembiayaan modal kerja atau tidak. 

Modal harus berbentuk tunai dikarenakan barang tidak dapat 

ditaksirkan harganya dan mengakibatkan ketidak pastian atau gharar. Maka 

dari itu modal harus berupa uang tunai yang benar-benar diketahui 

jumlahnya. Modal diberikan tunai agar nasabah bisa sepenuhnya memakai 

modal untuk kebutuhan usahanya. Jika diberikan secara berangsur-angsur 

dikhawatirkan nanti ada kesalahpahaman karena perhitungan yang tidak 

sesuai dengan apa yang diberikan kepada nasabah. Alasan yang kedua 

karena usaha nasabah ditakutkan tidak berjalan dikarenakan harus 

menunggu angsuran modal dari pihak bank syari’ah.  

Modal dapat diberikan secara tunai ketika nasabah 

direkomendasikan layak, melalui analisa kepribadian nasabah yaitu 5C : 
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Charakter (Karakter), Capacity (Kemampuan), Capital (Modal), Colleteral 

(Jaminan), Condition (Kondisi). dan analisa usaha nasabah dengan cara 7P : 

Personality, Party, Purpose, Prospect, Payment, Profitability, Protection. 

Sehingga kepala cabang dapat merekomendasikan nasabah untuk 

mendapatkan pembiayaa mdal kerja yang mana rekomendasi dimuat dalam 

Memorandum Pengusulan Pembiayaan (MPP). 

Tempat pemberian modal seacara tunai yaitu di lakukan di Kantor 

PT. BPR Syari’ah Latabur Tebuireng, Jombang. Tepatnya di ruangan bagian 

Administrasi. 

Modal dapat diberikan secara tunai setelah nasabah benar-banar 

dinyatakan layak mendapat pembiayaan modal kerja. Mudharib telah 

melengkapi data-data pribadinya serta data legalitas usahanya. Pencairan 

dana dapat dilakukan setelah dokumen persyaratan telah dilengkapi dan 

diperiksa keabsahannya dan sudah dilakukan pengikatan oleh pejabat 

hukum. Kemudian seluruh dokumen tersebut diserahkan ke administrasi 

pembiayaan. 

 

2. Shighod atau Transaksi dalam Pembiayaan Mudharabah. 

Bentuk permohonan pembiayaan syari’ah harus dituangkan secara 

tertulis dengan mengisi surat keterangan permohonan pembiayaan (SKPP) 

dan membuat surat persetujuan prinsip (SPP) dimana surat tersebut 

merupakan surat penawaran yang didatangkan oleh bank sebagai syarat 

yang harus dipenuhi oleh nasabah. Rekomendasi permohonan pembiayaan 
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dimuat dalam memorandum pengusulan pembiayaan (MPP) apabila 

mudharib diberi keputusan oleh pemimpin bank5. 

Usulan Pembiayaan Mudharabah yang telah ditanda tangani komite 

pembiayaan baik asli maupun yang copi harus dibubuhi flat droping yang 

asli. Kemudian usulan yang telah lengkap disimpan di file pembiayaan 

sebagai bukti realisasi pembiayaan. Sedangkan usulan pembiayaan yang 

telah dibubuhi flat pembayaran disimpan dalam loan document yang sudah 

dilengkapi dengan surat perintah realisasi pembayaran, surat sanggup untuk 

mengembalikan kewajiban, dan jadwal angsuran. Dokumen yang sudah 

disimpan dalam file pembiayaan adalah dokumen yang dicopi sedangkan 

dokumen yang asli disimpan di safe keeping. 

Kemudian mengenai sasaran dari akad yang di tuangkan secara 

tertulis adalah semua nasabah yang melakukan akad atau transaksi syari’ah 

harus secara tertulis agar bisa dipertanggung jawabkan bila sewaktu-waktu 

ada problem atau masalah yang tak terduga. Maka dari itu sasaran akad 

mudharabah harus benar-benar nasabah yang cakap hukum, paham akan 

rukun dan syarat mudharabah. Jadi sasarannya adalah nasabah yang cakap 

hukum dan sanggup memenuhi syarat yang diajukan oleh pihak bank 

syari’ah. 

Pihak yang bertanggung jawab atas Pembiayaan Mudharabah 

adalah sederetan pihak operasional bank syari’ah yang meliputi Account 

Officer selaku survei kondisi atau potensi bisnis, serta mencari nasabah yang 

5 Hasil wawancara dengan Bpk.Wedhi,  Kamis,  05November 2015, Pukul 12.00 WIB, di Kantor 
PT. BPR Syari’ah Lantabur Tebuireng, Jl. Ahmad Yani, Ruko Citra Niaga Blok.E-11, Jombang. 
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memiliki potensi, pihak marketing yang membuat surat tugas survei yang di 

sahkan oleh kepala cabang. Apabila nasabah layak mendapat Pembiayaan 

Mudharabah maka pencairan bisa diajukan oleh Account Officer kepada 

support pembiayaan. Support pembiayaan bertanggung jawab memeriksa 

kelengkapan dokumen dan menyimpannya kedalam file pembiayaan yang 

terealisasikan. 

Akad dituangkan secara tertulis karena berdasarkan syarat 

mudharabah bahwa setiap transaksi atau akad harus dituangkan secara 

tertulis, hal demikian agar dapat disimpan baik berupa file, kertas, audio, 

video  yang dijadikan data dan sewaktu-waktu bisa digunakan kembali 

untuk mengambila keputusan yang dapat mengikat hukum. 

Waktu Akad dituangkan secara tertulis Ketika nasabah mangajukan 

permohonan pembiayaan mudharabah kapada account officer, disitulah awal 

dari transaksi atau akad yang telah dibuat oleh kedua pihak antara nasabah 

(Mudharib) dan bank syari’ah (Shahibul Maal). Ketika nasabah melakukan 

akad maka dibuat surat persetujuan permohonan (SPP) yang merupakan 

surat penawaran sebagai syarat yang harus dipenuhi nasabah6. 

Tempat akad yang di tuangkan secara tertulis yaitu dilakukan 

diruangan bagian Legal yang mana pihak bagian Legal adalah pihak yang 

melaksanakan akad dengan nasabah yang mengajukan Pembiayaan 

Mudharabah. 

6 Hasil wawancara dengan Bpk.Wedhi, Sabtu, 07 November 2015, Pukul 08.00 WIB, di Kantor  
PT. BPR Syari’ah Lantabur Tebuireng, Jl. Ahmad Yani, Ruko Citra Niaga Blok.E-11, Jombang. 
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Strategi dari akad yang dituangkan secara tertulis yaitu dengan 

mengisi surat keterangan permohonan pembiayaan (SKPP) dan membuat 

surat persetujuan prinsip (SPP) merupakan surat penawaran yang 

didatangkan oleh bank syari’ah  yang merupakan penawaran sebagai syarat 

yang harus dipenuhi oleh nasabah. Rekomendasi permohonan pembiayaan 

dimuat dalam memorandum pengusulan pembayaan (MPP). Semua surat-

surat tersebut merupakan akad yang dituangkan secara tertulis. 

Bentuk dasar dari akad adalah menyatakannya ijab  dan qabul yaitu 

bersesuaiannya keinginan dan maksud dari dua pihak tersebut untuk 

menjalin ikatan kerjasama. Jika pihak bank syari’ah melakukan ijab  

(penawaran) maka nasabah melakukan qabul (penerimaan).  Bank syari’ah 

menawarkan persyaratan akad mudharabah, bila nasabah bersedia 

memenuhi persyaratan tersebut maka berarti nasabah menerima (qabul)7. 

Kedua belah pihak harus menjalanka apa yang sudah diperjanjikan. Bila 

keluar dari isi perjanjian maka mengakibatkan batalnya akad mudharabah. 

Sasaran penawaran dan penerimaan sesuai tujuan kontrak adalah 

nasabah yang cakap hukum, mengerti dan mampu memenuhi prosedur yang 

ditentukan oleh pihak bank syari’ah. Kedua belah pihak sama-sama setuju 

akan isi perjanjian tersebut. Isi perjanjian harus jelas dan transparan. Kedua 

belah pihak harus mengerti tentang apa yang menjadi isi perjanjian,sehingga 

tidak mengakibatkan terjadinya kesalahpahaman diantara para pihak tentang 

apa yang telah mereka perjanjikan dikemudian hari. 

7 Hasil wawancara dengan Bpk.Wedhi,  Senin,  09 November 2015, Pukul 09.00 WIB, di Kantor   
PT. BPR Syari’ah Lantabur Tebuireng, Jl. Ahmad Yani, Ruko Citra Niaga Blok.E-11, Jombang. 

 

 
 

                                                            



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

51 
 

Penawaran dan penerimaan harus sesuai tujuan kontrak agar tidak 

terjadi penyelewengan dan keluar dari jalur hukum. Selain itu resiko 

mudharabah itu sendiri adalah pembiayaan yang relatif tinggi (side 

streaming) sehingga nasabah menggunakan dana itu bukan sesuai dengan isi 

kontrak. Apabila nasabah menggunakan dana tidak sesuai dengan isi 

kontrak, maka akan menimbulkan kelalaian, kesalahan yang disengaja, 

hingga menyembunyikan keuntungan usaha. Maka dari itu isi perjanjian 

harus jelas dan transparan. Perjanjian yang disetujui oleh para pihak harus 

terang tentang apa yang menjadi isi perjanjian, sehingga tidak 

mengakibatkan terjadinya kesalahpahaman diantara para pihak terkait 

tentang apa yang telah mereka perjanjikan dikemudian hari. 

Waktu akad yang sesuai dengan tujuan adalah ketika nasabah 

mengajukan permohonan pembiayaan kepada bagian Account Officer, 

kemudian mengisi surat keterangan permohonan pembiayaan (SKPP) dan 

semua berkas-berkas baik mengenai nasabah maupun usaha nasabah dimuat 

dalam memorandum pengusulan pembiayaan (MPP), sebagai bukti hasil 

akad yang dituangkan secara tertulis. 

Tempat melakukan persetujuan atas akad akan dilakukan di ruang 

bagian Legal. Karena bagian Legal yang melakukan pemeriksaan dokumen-

dokumen nasabah dan memastikan bahwa dokumen tersebut sah dan bisa 

dipertanggungjawabkan, dengan begitu bagian Legal bisa melakukan proses 

perjanjian sesuai akad yang telah disetujui. 
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Bank syari’ah akan melakukan analisis baik kualitatif maupun 

kuantitatif untuk melihat kelayakan nasabah. Analisis kualitatif yang 

dilakukan pihak bank antara lain dengan melihat biodata pribadi dan surat 

usaha nasabah dan analisa kuntitatif yang dilakukan pihak bank yaitu 

mengenai keuangan uasaha nasabah. Setelah melakukan analisis diatas, 

maka pihak bank syari’ah memutuskan layak tidaknya pemberian 

pembiayaan modal kerja kepada mudharib yang dimuat didalam 

memorandum, dituangkan secara tertulis, melalui korespodensi atau alat-alat 

komunikasi lainnya. Apabila analisa kualitatif dan kuantitatif memiliki hasil 

positif, kemungkinan nasabah sudah melakukan penawaran dan Penerimaan 

sesuai tujuan kontrak. 

Bentuk penawaran dan penerimaan yang dilakukan saat kontrak 

misalnya menentukan modal yang berupa barang, bentuk bagi hasil harus 

sesuai dengan perhitungan ketika akad, modal harus sama jumlah dan 

jenisnya dan diketahui oleh kedua pihak ketika akad. Semua harus 

ditentukan ketika akad agar tidak terjadi sengketa atau masalah yang timbul 

jika sewaktu-waktu ada perubahan semisal keuntungan tidak sesuai harapan 

ketika kegiatan usaha berlangsung. Maka semua dapat dipastikan dalam 

akad atau perjanjian di awal transaksi8. 

Sasarannya adalah Mudharib atau nasabah yang sudah cakap hukum, 

karena apabila kedua pihak melakukan ijab qabul berarti mereka membuat 

suatu hukum yang harus dijalani. Jadi, mudharib atau nasabah yang 

8 Hasil wawancara dengan Bpk.Wedhi, Selasa, 10 November 2015, Pukul 09.00 WIB, di Kantor 
PT BPR Syari’ah Lantabur Tebuireng, Jl. Ahmad Yani, Ruko Citra Niaga Blok.E-11, Jombang. 
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dimaksud cakap hukum adalah mereka mengerti mengenai hukum syari’ah, 

jujur dan dapat dipercaya serta mampu memenuhi prosedur dan syarat-

syarat yang ditentukan oleh pihak bank syari’ah. 

Pihak yang bertanggung jawab atas ijab qobul adalah sederetan 

pihak operasional bank syari’ah terutama bagian Legal selaku pihak yang 

melakukan akad atau pengikat hukum yang memeriksa dan menilai 

dokumen nasabah bahwa dokumen layak dan permohonan pembiayaan bisa 

disetujui. 

Alasan penawaran dan penerimaan dilakukan saat kontrak agar 

tidak menyalahi hukum yang berlaku. Semisal suatu saat terjadi sengketa 

pembiyaan macet, maka nasabah harus diproses sesuai kesepakatan awal. 

Nasabah juga memberi barang jaminan untuk berjaga-jaga apabila sewaktu-

waktu nasabah tidak mematuhi akad yang sudah dibuat awal kotrak, maka 

segera pihak Bank Syari’ah mengambil alih kepemilikan jaminan tersebut 

atas pelanggaran nasabah. 

Waktu penawaran dan penerimaan dilakukan ketika kontrak yaitu 

saat nasabah datang kekantor BPR Syari’ah Lantabur Tebuireng. kemudian 

mengajukan permohonan pembiayaan mudharabah kepada Account Officer, 

maka disitulah terjadi transaksi atau akad yang dibuat oleh kedua pihak 

antara nasabah (Mudharib) dan bank (Shahibul maal). Kemudian pihak 

Legal membuat kesepakatan-kesepakatan mengenai prosedur pembiayaan 

mudharabah. Maka dari sinilah waktu dimulainya Akad. 
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Tempat penerimaan dan penawaran awalnya dilakukan diruangan 

bagian Account Officer, kemudian selanjutnya untuk pendalaman, 

penawaran dan penerimaan di lakukan diruangan bagian Legal sebagai 

penginterogasian data atau dokumen nasabah untuk menuju proses realisasi 

dari kepala cabang bank syari’ah. 

Metode atau cara melakukan penawaran dan penerimaan dilakukan 

saat kontrak dengan memperhatikan rukun dan syarat melakukan akad  

mudharabah, semisal ijab qabul harus jelas dan transparan, memiliki 

maksud dan tujuan kontrak. Kontrak tidak boleh dikaitkan (mu’allaq) 

dengan sebuah kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi. sehingga 

jenis usaha, modal, dan bagi hasil semua harus ditentukan pada saat kontrak. 

Begitu juga mengenai jumlah modal pokok beserta angsuran yang harus 

dibayar oleh nasabah.  

 

3. Ketentuan Syarat Jenis Usaha.  

Bentuk usaha yang sepenuhnya adalah hak nasabah. Berdasarkan 

syarat ketentuan umum dalam akad mudharabah, nasabah bisa melakukan 

berbagai macam usaha berdasarkan Syari’ah. Disini pihak bank syari’ah 

tidak ikut campur dalam manajemen perusahaan namun berhak membina 

dan mengawasi. Bank syari’ah harus memberi kepercayaan penuh mengenai 

managemen usaha nasabah. Sedangkan bank hanya mengarahkan dan 

meminta laporan setiap hasil usaha, hambatan, pengeluaran usaha sebagai 
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acuhan untuk kedepannya agar usaha nasabah bisa tetap berjalan dan unggul 

dalam persaingan9. 

Sasaran jenis usaha nasabah adalah nasabah yang usahanya layak 

di beri pembiayaan modal kerja, memiliki kriteria atau prospeknya baik, 

usaha nasabah tidak dalam daftar hitam Bank Indonesia, usaha nasabah 

tidak termasuk debitur pinjaman kredit macet, tidak termasuk jenis usaha 

yang dilarang dan dihindari untuk dibiayai, minimal karyawan kurang lebih 

19 orang dan pendapatan diatas Rp. 10.000.000,00 per bulan. 

Pihak yang bertanggung jawab atas usaha nasabah adalah sesuai 

hukum syari’ah yaitu semua usaha menjadi tanggung jawab nasabah, pihak 

bank hanya mengawasi dan membina agar usaha nasabah berjalan sesuai 

harapan. 

Usaha sepenuhnya menjadi hak nasabah dikarenakan agar penyedia 

dana tidak mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat 

menghalangi tujuan akad mudharabah yaitu ridho atau rela. Disisi lain,  

apabila bank ikut campur dalam usaha nasabah, dikhawatirkan ada tekanan 

dan mudharib tidak bisa leluasa dalam menjalankan usahanya. Mudharib 

atau nasabah tidak dapat berfikir jernih, cerdas, dan inovatif dalam 

mengelola usahanya. 

Usaha sepenuhnya menjadi hak nasabah dimulai saat akad disetujui 

dan selama akad atau kontrak berlangsung, namun bank hanya bisa 

9 Hasil wawancara dengan Bpk.Heru Setyawan, Rabu, 11 November 2015, Pukul 12.00 WIB, di 
Kantor PT. BPR Syari’ah Lantabur Tebuireng, Jl. Ahmad Yani, Ruko Citra Niaga Blok.E-11, 
Jombang. 
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memantau atau mengawasi. Selama proses usaha berlangsung pihak 

mudharib selaku penegelolah usaha harus menyetorkan data-data laporan 

operasional usaha yang tujuannya untuk mengetahui perkembangan usaha 

nasabah. 

Tempat usaha nasabah adalah dilokasi usaha nasabah. Disitulah 

nasabah menggerakkan alur dari jalannya usaha. Misalnya, mengelola 

produksi, penjualan, keuangan, dan pemasaran.  

Strategi atau metode usaha yang sepenuhnya menjadi hak nasabah 

adalah dengan menugaskan Account Officer sebagai agen intelegen yang 

berfungsi mengawasi dan terjun lansung kelapangan untuk mengetahui apa 

saja yang dilakukan oleh nasabah selama menjalankan usahanya, mencari 

informasi mengenai keabsahan data-data dari hasil perjalanan nasabah 

melalui koresponden yang ada. 

Pihak bank syari’ah tidak boleh ikut campur dalam usaha nasabah 

kerana dikhawatirkan merasa tidak leluasa dalam mengelola usahanya dan 

merasa terganggung oleh keputusan keputusan tidak sejalan diantara 

keduanya. Namun, pihak bank syari’ah hanya mengawasi dan meminta 

laporan-laporan hasil usaha yang bisa dipertanggung jawabkan, misalnya, 

alur keungan nasabah, kas, pendapatan, dan biaya pengeluaran. Hal ini 

dilakukan agar nasabah lebih berhati-hati, dan tidak melakukan 

penyelewengan10. 

10 Hasil wawancara dengan Bpk.Heru Setyawan, Rabu, 18 November 2015, Pukul 12.00 WIB, di 
Kantor PT. BPR Syari’ah Lantabur Tebuireng, Jl. Ahmad Yani, Ruko Citra Niaga Blok.E-11, 
Jombang. 
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Sasarannya kepada nasabah yang mengelola usahanya dengan baik 

dan tidak menyalahi hukum. Usaha nasabah jelas bukan sistem ijon karena 

nasabah tidak menjual barang najis, haram, menjijikkan dan kriteria usaha 

tidak termasuk daftar hitam di bank yang ada di Indonesia. Tidak termasuk 

debitur pinjaman macet sesuai informasi dari bank Indonesia. Tidak 

termasuk jenis usaha yang dilarang untuk dibiayai. 

Pihak yang bertanggung jawab atas hal ini adalah bagian Account 

Officer, meski bank tidak ikut campur dalam operasional usaha mudharib, 

namun pihak bank yaitu Account Officer terus memantau dan melakukan 

pembinaan agar sama-sama adil dan kedua belah pihak sama-sama 

mengetahui prospek jalannya usaha yang dilaksanakan dengan modal akad 

mudharabah. 

Bank syari’ah hanya memantau nasabah dikarenakan agar penyedia 

dana tidak mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat 

menghalangi tujuan akad mudharabah yaitu memperoleh keuntungan. Disisi 

lain, apabila bank ikut campur dalam usaha nasabah, dikhawatirkan ada 

tekanan, nasabah tidak bisa leluasa dalam menjalankan usahanya. Selain itu 

dalam hal berniaga harus ada rasa saling ridho, ikhlas, dan tidak ada paksaan 

atau tekanan. 

Waktu dimana bank tidak boleh ikut campur dalam usaha nasabah 

yaitu selama akad atau kontrak berlangsung, selama yang menjadi 

keputusan-keputusan di awal akad masih berlaku. Selama proses usaha 

berlangsung, nasabah selaku pengelola usaha harus menyetorkan data-data 
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laporan operasional usaha tujuannya untuk mengetahui perkembangan usaha 

nasabah. 

Tempat dimana bank tidak ikut campur dalam pelaksanaan usaha, 

yaitu di lokasi usaha nasabah. Disitu pihak bank syari’ah hanya mengawasi 

dan memberi arahan, sedangkan nasabah hanya fokus menjalankan 

usahanya seperti biasa. 

Bank syari’ah hanya melakukan pengawasan dan pembinaan 

dengan cara meminta data-data laporan operasional usaha, seperti laporan 

keuangan, pendapatan, laba rugi, biaya pengeluaran kebutuhan usaha dan 

laporan-laporan kekurangan atau laporan evaluasi dari operasional usaha 

nasabah. Sedangkan nasabah berfungsi menjalankan managemen sebaik 

mungkin baik managemen pemasaran, keungan, produksi, dan sumber daya 

manusia. Nasabah harus lebih luwes dan lebih banyak up date mengenai 

dunia usaha, agar usaha tetap berjalan dalam persaingan dan berkembang 

lebih baik lagi. 

Mengenai jenis atau bentuk usaha tidak menyalahi hukum adalah 

jenis usaha yang menjual barang bermanfaat, tidak menjijikan atau najis, 

barang dagangan halal unsurnya, menjual barang dengan sistem yang jelas 

dan tidak dikaitkan dengan keadaan yang terjadi dimasa depan yang belum 

pasti. Sedangkan bisnis yang ditentukan dalam akad mudharabah menurut 

ulama, khususnya Safi’i dan Maliki yaitu mensyaratkan bahwa usaha itu 

hanya berupa usaha dagang (commercial). Mereka menolak usaha yang 

berjenis kegiatan industri (munafacture) dengan anggapan bahwa kegiatan 
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industri itu termasuk dalam kontrak persewaan (ijarah) yang mana semua 

kerugian dan keuntungan ditanggung oleh pemilik modal (investor). 

Sementara pegawainya digaji secara tetap11. 

Sasarannya kepada nasabah yang mempuyai usaha yang tidak 

menyalahi hukum. Misalnya usaha nasabah tidak dalam daftar hitam pada 

seluruh Bank Indonesia. Usaha nasabah tidak dalam kredit macet pada 

informasi di bank seluruh Indonesia. Usaha nasabah tidak ada unsur ketidak 

pastian (gharar), penipuan (masyir), dan riba. 

Bank syari’ah dan nasabah harus mematuhi hukum syari’ah yang 

berlaku. Maksudnya bahwa perjanjian yang diadakan oleh para pihak itu 

bukanlah perbuatan yang bertentangan dengan hukum syari’ah. Apabila isi 

perjanjian itu merupakan perbuatan yang melawan hukum syariah, maka 

perjanjian akan batal demi hukum. Kedua belah pihak bertanggung jawab 

atas resiko akibat tidak mematuhi hukum syari’ah yang berlaku. 

Uaha tersebut tidak boleh bertentangan dengan hokum syari’ah. 

Apabila bertentangan dengan hukum syariah maka tidak sah, tidak ada 

kewajiban bagi masing-masing pihak untuk menepati atau melaksanakan 

perjanjian tersebut, atau apabila isi perjanjian itu merupakan perbuatan yang 

melawan hukum syari’ah, maka perjanjian harus batal demi hukum. 

Waktu dimana usaha nasabah tidak menyalahi hukum ketika usaha 

benar-benar sesuai rukun dan syarat. Sebagaimana rukun jual beli yaitu: (1) 

11Hasil wawancara dengan Bpk.Heru Setyawan, Rabu, 25 November 2015, Pukul 09.00 WIB, di 
Kantor PT. BPR Syari’ah Lantabur Tebuireng, Jl. Ahmad Yani, Ruko Citra Niaga Blok.E-11, 
Jombang. 
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Al-‘Aqid (orang yang melakukan transaksi atau penjual dan   pembeli), (2) 

Al-‘Aqd (transaksi), (3) Al-Ma’qud ‘Alaihi (objek transaksi mencakup 

barang dan uang). Dan masing-masing rukun memiliki syarat yang sudah 

diatur dalam hukum Islam. 

Tempat usaha nasabah tidak menyalahi hukum adalah di lokasi 

yang terbuka, di muka umum. Dengan begitu dipastikan usaha nasabah 

tidak ada unsur yang mencurigakan atau dilarang agama Islam.  

Metode usaha yang tidak menyalahi hukum adalah usaha yang 

benar-benar dijalankan dengan prosedur syari’ah. Semisal jujur, tidak ada 

penyelewengan akan dana atau keuntungan, membayar angsuran pokok dan 

bagi hasil sesuai kesepakatan, dan mengirim laporan-laporan hasil usaha 

yang dapat dipertanggung jawabkan.  

 

4. Ketentuan Syarat Bagi Hasil 

Bentuk bagi hasil ditentukan dengan presentase, misalnya 60% : 

40%. Studi kasus : Bpk.Hendra meminjam modal kepada Bank Mandiri 

Syari’ah dengan plafon 1.000.000, dengan nisbah bagi hasil, BSM : 

P.Hendra 30% : 70%. Laba bersih yang diperoleh 200.000. Dengan metode 

profit sharing. BSM : 30% x 200.000 (laba bersih) = 60.000, P.Hendra : 

70% x 200.000 = 140.00012. 

12Hasil wawancara dengan Bpk.Heru Setyawan, Rabu, 25 November 2015, Pukul 09.00 WIB di 
Kantor PT. BPR Syari’ah Lantabur Tebuireng, Jl. Ahmad Yani, Ruko Citra Niaga Blok.E-11, 
Jombang. 
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Kedua pihak mempunyai hak dan tanggung jawab masing-masing. 

Bank syari’ah berhak mendapatkan hasil usaha sesuai kesepakatan bersama 

begitu juga nasabah. Disisi lain, kedua pihak juga mempunyai tanggung 

jawab yaitu bank syari’ah bertanggung jawab memantau, membimbing, dan 

menyuport usaha nasabah, sedangkan nasabah bertanggung jawab 

mengelola usaha dengan baik, penuh kejujuran dan keuletan dengan begitu 

usaha bisa lancar dan keuntungan bisa dibagi hasil13. 

Alasan diperuntukkan untuk kedua belah pihak, karena akad 

mudharabah adalah akad kerjasama kemitraan antara pemilik modal 

(Shahibul maal) dengan pengelola modal (Mudharib), maka hasil dari 

berwirausaha tersebut diperuntukkan untu kedua pihak. Hal tersebut sudah 

di atur dalam hukum syari’ah yang bernotabe bagi hasil. 

Waktu bagi hasil diperuntukkan untuk kedua pihak adalah bank 

syari’ah dan nasabah melakukan bagi hasil dari hasil usaha nasabah selama 

biasanya minimal 1 bulan atau berdasarkan kesepakatan akad. 

Tempat bagi hasil dilakukan di lokasi tempat usaha nasabah. Pihak 

Account Officer melakukan penyuluhan secara rutin terhadap usaha nasabah 

dan disitu juga pihak bank bagi hasil menagih dengan nasabah. 

Strategi pembagian hasil usaha dilakukan atas dasar laporan hasil 

usaha pengelola dana (Mudharib) dengan disertai bukti pendukung yang 

dapat dipertanggung jawabkan. Untuk mengetahui hasil yang diterima oleh 

13Hasil wawancara dengan Bpk.Heru Setyawan,  Rabu, 02 Desember 2015, Pukul 15.00 WIB, di 
Kantor PT. BPR Syari’ah Lantabur Tebuireng, Jl. Ahmad Yani, Ruko Citra Niaga Blok.E-11, 
Jombang. 
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bank maupun nasabah, Misalnya penghitungan nisbah bagi hasil ditentukan 

dengan presentase 30% : 70%. Studi kasus : Bpk. Hendra meminjam modal 

kepada Bank Mandiri Syari’ah dengan Plafon 1.000.000, dengan nisbah 

bagi hasil BSM : P.Hendra 30% : 70%. Dengan metode profit Sharing.BSM 

: 30% x 200.000 (laba bersih) = 60.000, P.Hendra: 70%x200.000 = 

140.00014. 

Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah 

pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan atau hasil 

usaha bank sehingga bank syari’ah tidak akan mengalami negative sprea. 

Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan cash flow atau arus 

kas usaha. 

Keuntungan setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada 

waktu kontrak dengan cara metode bagi hasil yaitu profit sharing (bagi laba) 

dan reveneu sharing (bagi pendapatan) dengan presentase yang disepakati 

dalam akad dan jika ada perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan 

ketika akad15. 

Sasaran bank yang jelas kepada nasabah yang benar-benar cakap 

hukum dengan harapan nasabah akan menjalankan apa saja sesuai prosedur. 

Semisal mampu melengkapi persyaratan yang kami ajukan, menjalankan 

14Hasil wawancara dengan Bpk.Heru Setyawan,  sabtu, 05 Desember 2015, Pukul 12.00 WIB, di   
Kantor PT. BPR Syari’ah Lantabur Tebuireng, Jl. Ahmad Yani, Ruko Citra Niaga Blok.E-11, 
Jombang. 

 
15Hasil wawancara dengan Bpk.Heru Setyawan,  sabtu, 05 Desember 2015, Pukul 12.00 WIB, di 

Kantor PT. BPR Syari’ah Lantabur Tebuireng, Jl. Ahmad Yani, Ruko Citra Niaga Blok.E-11, 
Jombang. 
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usaha dengan baik dan benar sesuai dengan tuntutan agama Islam. Jika 

nasabah tidak cakap hukum mungkin jalannya usaha tidak produktif 

sehingga kemungkinan bagi hasil tidak akan terlaksana. 

Pihak yang bertanggung jawab atas bagi hasil diketahui saat kontrak  

adalah bagian Legal, Legal adalah pihak yang melaksanakan akad atau yang 

mengikat hukum dengan nasabah atas transaksi mudharabah, temasuk bagi 

hasil yang diperuntukkan untuk kedua pihak yang mana harus ditentukan 

saat kontrak agar tidak terjadi penyelewengan atas dana atau bagi hasil 

keuntungan usaha nasabah.  

Bagi hasil harus diketahui dan dinyatakan saat kontrak karena 

pembiayaan mudharabah tidak dapat dihindarkan dari resiko ketidapastian, 

Hal ini karena mudharabah menggunakan prinsip bagi hasil atau bagi 

keuntungan, yang mana keuntungan yang didapatkan oleh nasabah atau 

pengusaha tidak selalu konstan tiap bulannya. Untuk itu bagi hasil harus 

diperhitungkan saat kontrak. Disamping itu perjanjian tidak boleh dikaitkan 

dengan kejadian dimasa depan yang belum tentu terjadi (mu’allaq). 

Waktu bagi hasil yang diketahui dan dinyatakan saat kontrak 

adalah disaat nasabah membuat permohonan pembiayaan mudharabah, 

maka dibuatkanlah surat permohonan serta syarat-syarat lain yang harus 

dipenuhi oleh mudjarib. Disisi lain antara kedua pihak melakukan akad atau 

keputusan-keputusan lainnya diantaranya mengenai sistem bagi hasil yang 

mana dalam rukun dan syarat pada mudharabah adalah keuntungan harus 

diketahui dan dinyatakan saat kontrak (akad) tujuannya agar tidak terjadi 
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gharar (ketidakpastian), maysir (penipuan) dan riba yang sangat 

bertentangan dengan hukum syari’ah. 

Tempat keuntungan diketahui dan harus dilakukan saat kontrak, 

adalah juga di ruangan bagian Legal. Disitu pihak Legal yang membuat 

kontrak dengan nasabah 

Dari hasil wawancara, bahwa metode bagi hasil yang dinyatakan 

dan diketahui pada saat kontrak adalah (a) keuntungan tidak boleh dihitung 

berdasarkan presentase dari jumlah modal yang diinvestasikan, melainkan 

hanya keuntungannya saja setelah dipotong besarnya modal. (b)  

keuntungan masing-masing pihak tidak ditentukan dalam jumlah nominal, 

misalnya satu juta, dua juta dan seterusnya. (c) nisbah pembagian ditentukan 

dengan presentase, misalnya 60%:40%, 50%:50% dan seterusnya. Misalnya 

nasabah diberi plafon Rp.100.000.000.  Maka :   

 

Angsuran pokok : PLFN atau Jangka Waktu 

    : Rp. 100.000.000 atau 24 Bulan = Rp. 4.166.666 
 

Angsuran Marjin : PLFN x Mrjin atau 12 
:Rp. 100.000.000 x (20% atau 12) 
:Rp. 100.000.000 x 0.016 = Rp. 1.600.000 + 
4.166.666 
:Rp. 5.766.666 
 

Total angsuran bulan 1    = Rp. 5.766.666 
 

Bentuk keuntungan tidak boleh dihitung berdasarkan presentase 

dari jumlah modal yang diinvestasikan, melainkan hanya keuntungannya 

saja setelah dipotong besarnya modal.  Untuk mengetahui hasil yang 
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diterima oleh bank maupun nasabah, maka digunakan rumus sebagai 

berikut:  

S = P + A 

Dimana: S = Setoran nasabah ke bank.  

 P = Profit (keuntungan yang dihitungkan) dalam setoran ke bank 

tersebut. 

  A = Angsuran atau cicilan pokok modal mudharabah16. 

Semisal nasabah memperoleh keuntungan 10.000.000 per bulan x 

40% = 4.000.000, maka nasabah memberikan bagi hasil sebesar 

Rp.4.000.000 kepada pihak bank dan ditambah cicilan pokok dari modal 

nasabah. 

Sasaran bagi hasil keuntungan berdasarkan presentase adalah kedua 

pihak yang melakukan akad, baik Shahibul Maal maupun Mudharib sesuai 

yang disepakati pada saat melakukan kontrak atau akad. Karena 

mudharabah adalah kerjasama kemitraan yang menggunakan system bagi 

hasil sebagai bentuk hasil atau keuntungan kerjasama antara kedua pihak. 

Shahibul maal dan Mudharib selaku pembuat akad harus 

bertanggung jawab atas apa yang sudah diputuskan,. Dalam mudharabah, 

Shahibul maal dan Mudharib adalah kedua pihak yang bertanggung jawab 

atas hasil atau keuntungan dari kemitraan tersebut. Nasabah bertanggung 

jawab menjalankan usahanya dengan baik, jujur, tidak ada penyelewengan 

16Hasil wawancara dengan Bpk.Heru Setyawan,  Rabu, 09 Desember 2015, Pukul 09.00 WIB, di 
Kantor PT. BPR Syari’ah Lantabur Tebuireng, Jl. Ahmad Yani, Ruko Citra Niaga Blok.E-11, 
Jombang. 
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atas hasil usaha, dan bank syari’ah bertanggung jawab membina, 

mengawasi, dan mengarahkan jalannya usaha nasabah. Alasannya melihat 

pada manfaat mudharabah itu sendiri yaitu bagi bank adalah menikmati 

peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat, 

bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan 

secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan atau hasil usaha, 

sehingga bank tidak akan mengalami negative spread. Pengembalian pokok 

pembiayaan disesuaikan dengan arus kas usaha nasabah sehingga tidak 

memberatkan nasabah dan bank akan lebih selektif dan hati-hati mencari 

usaha yang benar-benar halal, aman dan menguntungkan karena keuntungan 

yang konkrit dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan. 

 

Waktu pelaksanakan bagi hasil sesuai presentase adalah 

berdasarkan kesepakatan. Biasanya setiap satu bulan sekali.dan mekanisme 

pembagian keuntungan diatur oleh Shohibul Maal dengan memperhatikan 

fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional). Bagi hasil dilakukan sesuai 

kesepakatan atau akad. Nisbah juga bisa berbeda dari waktu ke waktu. 

Misalnya Deposito 1 bulan, 6 bulan dan 12 Bulan. Nisbah juga bisa berbeda 

dari satu Account lainnya sesuai dengan Dana dan jatuh temponya17. 

 

17Hasil wawancara dengan Bpk.Heru Setyawan,  Sabtu, 12 Desember 2015, Pukul 12.00 WIB, di 
Kantor PT. BPR Syari’ah Lantabur Tebuireng, Jl. Ahmad Yani, Ruko Citra Niaga Blok.E-11, 
Jombang. 
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Tujuannya untuk mengurangi timbulnya perselisihan terutama atas 

biaya yang timbul, maka disarankan bahwa yang dibagi hasilkan adalah 

pendapatan atau hasil bruto. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa 

keuntungan atau hasil netto yang dibagi hasilkan dengan catatan bahwa 

biaya-biaya yang dapat menimbulkan keraguan tentang keabsahannya 

seperti transportasi nasabah, uang makan, atau uang lelah, uang saku 

nasabah dan semacamnya tidak usah dimasukkan untuk mengurangi 

pendapatan bruto tersebut. 

 

Bagi hasil memiliki dua metode yaitu berdasarkan bagi 

keuntungan (profit sharing) dan bagi pendapatan (revenew sharing). 

misalnya : 

 

a. Profit Sharing 

Nasabah = 70% x Rp 200.000(Laba Bersih) = Rp. 140.000. 

Pihak Bank : 30% x Rp. 200.000 = Rp. 60.000. 

b. Revenew Sharing 

Nasabah = 70% x Rp. 300.000 (Laba Kotor) = Rp. 210.000 

Pihak Bank : 30% x Rp.300.000 = Rp.90.000. 

 

Penjelasan diatas merupakan contoh dari sistem bagi hasil 

berdasarkan laba  bersih dan laba kotor dari penjualan nasabah. Laba kotor 

dihitung dari pembiayaan kebutuhan usaha nasabah, bukan kebutuhan 
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pribadi  nasabah. Seperti uang makan, uang lelah, dan uang saku. Dan bagi 

hasil dihitung dengan presentase yang disepakati semisal 50%:50%,, 

30%:70%,, 40%:60% dengan cara laba kotor dan laba bersih di kali dengan 

presentase 30% dan 70%  maka hasil dari keduanya itulah yang dibagikan. 

 

C. Pembahasan Hasil Penelitian (Analisa Data) 

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, 

selanjutnya di analisa secara deskriptif yaitu dengan menjelaskan kembali data 

yang diperoleh dari penjabaran kata-kata atau kalimat yang pada akhirnya 

diperoleh data yang jelas dari obyek penelitian. 

Pada realitanya, PT. BPR Syari’ah Lantabur Tebuireng telah 

menerapkan Pembiayaan Mudharabah sesuai ketentuan rukun dan syarat 

berdasarkan Fatwa Dewan Syari’ah Nasional. Dilihat dari proses dan langkah-

langkah penerapan Pembiayaan Mudharabah sudah cukup baik dan efektif.   

Namun melihat perkembangan realita sosial yang ada, maka ada 

beberapa yang berbeda dalam penarapan Pembiayaan Mudharabah pada PT.  

BPR Syari’ah Lantabur Tebuireng. PT.BPR Syari’ah Lantabur Tebuireng 

berbeda mengenai bentuk modal. Syarat modal yang ditentukan oleh Fatwa 

Dewan Nasional adalah modal bisa berbetuk uang atau barang. Akan tetapi 

melihat kemajuan inflasi yang cukup pesat, pihak PT. BPR Syari’ah sepakat 

menentukan bentuk modal berupa uang tunai. Karena jika berbentuk barang di 

khawatirkan sulit dalam penaksiran harga jual barang karena akibat alur inflasi 

atau deflasi. 
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Adanya usaha (al-‘aml). PT.BPR Syari’ah Lantabur Tebuireng 

lebih menekankan pada usaha nasabah yang bersifat perdagangan 

(commercial). Tujannya untuk membangun perekonomian masyarakat. Mereka 

beranggapan bahwa kegiatan industry (munafacture) termasuk dalam kontrak 

persewaan (ijarah) yang mana semua kerugian dan keuntungan ditanggung 

oleh pemilik modal (investor). Sementara pegawainya digaji secara tetap. 

Peran Pembiayaan Mudharabah dalam mengembangkan Usaha 

Kecil Menengah(UKM) dapat dianalisa dengan ; Pertama, perbedaan modal 

UMK antara sebelum dan sesudah mendapat bantuan pembiayaan mudharabah, 

Kedua, perbedaan keuntungan UMK antara sebelum dan sesudah mendapat 

bantuan pembiayaan mudharabah. Modal merupakan unsur yang sangat 

penting dalam mendukung peningkatan produksi dan taraf hidup masyarakat 

itu sendiri, terlebih lagi pedagang atau pengusaha golongan ekonomi lemah. 

Oleh karena itu, untuk mengembangkan usahanya perlu dana suntikan untuk 

penambahan modal, karena dengan bertambahnya modal diyakini akan 

bertambahnya pendapatan yang diperoleh. Oleh karena itu, bank syari’ah 

memberi dana melalui pembiayaan mudharabah sesuai plafon yang dibutuhkan 

nasabah. Berikut ilustrasi para nasabah atau pengusaha yang memperoleh 

Pembiayaan Mudharabah. 
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Tabel I 

Ilustrasi Para Nasabah Atau Pengusaha Yang Memperoleh Pembiayaan 

Mudharabah 

Sumber :Dokumen PT. BPR Syari’ah Lantabur Tebuiren.g 

Dengan adanya dana tambahan yang diterima dari realisasi 

pembiayaan tersebut, maka nasabah lebih leluasa untuk mengembangkan 

usahanya, sehingga usahanya lebih meningkat begitu juga pendapatannya. 

Penentuan pendapatan memang sulit ditentukan karena pendapatan yang 

diterima pedagang kecil umumnya tidak tentu, ada saatnya dimana dagangan 

laku keras ada juga dagangan lagi sepi. Untuk mengatasi hal ini maka 

pendapatan yang akan digunakan rata-rata perbulan. Dari pendapatan perbulan 

ini akan dilihat sejauh mana pembiayaan yang diberikan dapat meningkatkan 

pendapatan nasabah dengan cara menanyakan pendapatan nasabah sebelum 

dan sesudah melakukan pembiayaan mudharabah. Sebagai mana table II 

berikut : 

 

 

No Nama Jenis Usaha Modal Awal 
(Dalam Rp) 

Realisasi 
Pembiayaan 
(Dalam Rp) 

1 Agus Prasetyo Pedagang telor asin  1.750.000  500.000 

2 Mujayati Pedagang pakaian  5.500.000  1.000.000 

3 Romlah Pedagang rempah  1.700.000  1.000.000 

4 Faridatul Nikmah Pedagang sayuran  3.500.00  1.000.000 

5 Warti Ningsi Pedagang ayam  2.400.000  1.000.000 

6 Siti Sholiha Pedagang ayam  2.500.000  1.000.000 

7 Supono Pedagang sembako  7.500.000  1.000.000 
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Tabel II 

Pendapatan Nasabah Sebelum Dan Sesudah Melakukan Pembiayaan 

Mudharabah 

 

No Nama Jenis Usaha 
Pendapatan 

sebelum 
(Dalam Rp) 

Pendapatan 
sesudah 

(Dalam Rp) 
1 Agus prayetno Pedagang telor asin 750.000 1.200.000 

2 Mujiyati  Pedagang pakaian 2.500.000 3.700.000 

3 Romlah  Pedagang rempah 1.700.000 2.800.000 

4 Faridatul nikmah Pedagang sayuran 1.500.000 2.500.000 

5 Wartiningsi Pedagang ayam 1.400.000 2.000.000 

6 Siti sholikha Pedagang ayam 2.500.000 4.000.000 

7 Supono Pedagang sembako 3.500.000 5.000.000 

Sumber :Dokumen PT. BPR Syari’ah Lantabur Tebuireng  

Pada tabel diatas dapat diketahui bahwa dari beberapa nasabah 

yang dijadikan contoh menunjukkan adanya rata-rata pendapatan usaha. 

Nasabah yang melakukan pembiayaan mudharabah mengalami pertumbuhan 

pendapatan usaha dimana sesudah melakukan pembiayaan mudharabah lebih 

besar dari pada sebelum melakukan pembiayaan mudharabah. Hal ini dapat 

disimpulkan bahwa perbedaan pendapatan usaha nasabah mengalami 

peningkatan. Dengan hal itu dapat disimpulkan bahwa pembiayaan syari’ah 

khususnya pada pembiayaan mudharabah dapat memberi dampak dalam 

mengembangkan perekonomian masyarakat.  

Pembiayaan Mudharabah pada PT. BPR Syari’ah Lantabur Tebuireng 

yang memiliki beberapa prosedur antara lain : Pertama, tahap solisitasi. Tahap 

ini merupakan tahap pencarian target nasabah yang bisa dijadikan partnership 
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(kerjasama bisnis). Tahapan yang dilakukan dimulai dari Account Officer  yang 

melakukan survei tentang kondisi atau potensi bisnis daerah yang mampu 

dijangkau PT. BPR Syari’ah Lantabur Tebuireng. Kemudian Account Officer 

menetapkan rencana solisitasi calon nasabah yang akan menjadi target. 

Account Officer melaporkan hasil survei dan rencana solisitasi kepada 

Marketing Manager. Marketing manager membuat surat tugas survei kepada 

Account Officer yang disahkan oleh kepala PT. BPR Syari’ah Lantabur 

Tebuireng (surat jalan). 

Setelah itu pihak nasabah mengisi formulir pengajuan yang sudah di 

sediakan oleh PT. BPR Syari’ah Lantabur Tebuireng, sebagai bukti keseriusan 

mengajukan pembiayaan. Formulir ini menjadi arsip bank yang akan menjadi 

identitas calon nasabah. Dari form ini PT. BPR Syari’ah Lantabur Tebuireng 

mendapatkan identitas lengkap dari calon nasabah yang akan mengajukan 

pinjaman. (Lihat pada Lampiran 1.1) 

Calon nasabah mengajukan surat permohonan pembiayaan dengan 

cara mengisi form yang sudah disediakan oleh bank dengan melampirkan 

persyaratan. 

a. Syarat - Syarat Pembiayaan 

Calon nasabah mempunyai tanggung jawab untuk memenuhi 

semua persyaratan yang di tentukan oleh PT. BPR Syari’ah Lantabur 

Tebuireng. Persyaratan tersebut akan menjadi bahan pertimbangan bagi PT. 

BPR Syari’ah Lantabur Tebuireng apakah pembiayaan yang diajukan oleh 

nasabah bisa di realisasi atau tidak. 
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Adapun persyaratan yang ditentukan oleh PT. BPR Syari’ah Lantabur 

Tebuireng sebagai berikut : 

1. Badan Usaha : 

 a. Foto copi akte pendirian atau anggaran dasar badan usaha notariil 

 b. Foto copi legalitas usaha sesuai dengan jenis bidang usaha 

 c. Foto copi identitas (KTP) 

 d. Laporan keuangan 

 e. Past performance usaha 

 f. Rencana usaha kedepan 

 g. Foto copi bukti pemilik jaminan 

2. Perorangan : 

a. Foto copi legalitaas usaha       

b. Foto copi identitas diri, istri atau suami  

c. Laporan kuangan. 

d. Past Performance Usaha. 

e. Rencana Usaha Kedepan. 

f. Foto Copi Kepemilikan Jaminan. 

Setelah nasabah mengajukan permohonan pembiayaan kemudian 

diserahkan kepada Account Officer. Surat permohonan dicatat pada 

admistrasi “permohonan pembiayaan”. Kemudian Account Officer 

menyerahkan surat permohonan kepada kepala PT. BPR Syari’ah Lantabur 

Tebuireng untuk memperoleh keputusan awal “disetujui untuk diproses atau 

tidak”. Jika surat permohonan disetujui maka Marketing Manager 

 
 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

74 
 

menyerahkan surat permohonan kepada Account Officer untuk di 

investigasi. Jika ternyata surat permohonan ditolak surat permohonan 

diserahkan kepada Account Officer untuk dibuatkan surat penolakannya. 

Kedua, tahap Investigasi yaitu Account Officer melakukan 

pemeriksaan kebenaran atau kewajaran atau validitas surat permohonan, 

melakukan wawancara dengan nasabah, melakukan BI Checking, 

pengecekan dokumen barang jaminan. Tahap ini dilakukan untuk menindak 

lanjuti permohonan pembiayaan nasabah. Kemudian diserahkan kepada 

marketing manager. 

Tahap analisa merupakan tahap yang penting bagi PT. BPR 

Syari’ah Lantabur Tebuireng. Karena pada tahap ini PT. BPR Syari’ah 

Lantabur Tebuireng akan dapat mengetahui apakah calon nasabah layak 

mendapatkan pembiayaan Mudharabah. Pada tahap ini berguna bagi PT. 

BPR Syari’ah Lantabur Tebuireng untuk meminimalkan resiko dari 

penyaluran pembiayaan kepada nasabah. Adapun yang dilakukan pada tahap 

ini adalah : 

1. Analisa aspek 5C  

a. Character  

yaitu Analisa karakter berguna untuk mengetahui watak dan sifat 

calon nasabah. 

b. Capacity 

yaitu analisa yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan calon 

nasabah untuk membayar angsuran dari pembiayaan.  
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c. Capital  

Analisa ini bertujuan melihat kekayaan calon nasabah. Hal ini 

dilakukan sebagai penguat bahwa calon nasabah tidak hanya 

mengandalkan dana pembiayaan tapi masih memliki kekayaan lain 

yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan.  

d. Collateral 

adalah analisa yang digunakan untuk melihat nilai jaminan. 

e. Condition 

Analisa ini bertujuan untuk melihat kondisi perekonomian calon 

nasabah. Untuk melihat apakah usaha calon nasabah masih bisa terus 

berkembang atau justru akan mengalami penurunan. 

Analisa aspek diatas berfungsi untuk memastikan usaha yang 

dilakukan oleh calon nasabah sesuai dengan syari’ah. Sehingga bisa 

sebagai bahan pertimbangan oleh PT. BPR Syari’ah Lantabur Tebuireng 

untuk manyalurkan pembiayaan. 

2. analisa Resiko. 

3. menghitung kewajaran besarnya pembiayaan mudharabah. 

 

Setelah melakukan analisa kualitatif, kemudian pihak Account Officer 

membuat kesimpulan dan menetapkan persyaratan pembiayaan yang mana 

persyaratan pembiayaan tersebut minimal memenuhi syarat character dan 

capacity harus positif. Apabila sudah diputuskan bahwa nasabah layak untuk 

mendapkan pembiayaan, selanjutnya nasabah mengisi formulir keputusan 
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komite pembiayaan atau nota analisa pembiayaan (NAP). Kemudian, nota 

analisa pembiayaan diserahkan kepada Marketing Manager untuk direview dan  

hasil analisa yang selanjutnya diserahkan kepada kepala PT. BPR Syari’ah 

Lantabur Tebuireng untuk ditanda tangani oleh yang berwenang. 

Setelah nota analisa pembiayaan mendapatkan pengesahan dari kepala 

PT. BPR Syari’ah Lantabur Tebuireng, kemudian dibuatkan surat penegasan 

persetujuan pembiayaan (SP3) oleh pihak Account Manager. Kemudian 

diserahkan kepada Marketing Manager untuk melakukan pengecekkan apakah 

persyaratan sudah lengkap atau masih kurang apabila sudah lengkap kemudian 

diserahkan kepada kepala PT. BPR Syari’ah Lantabur Tebuireng untuk 

dilakukan penanda tanganan pengesahan. Kemudian pihak Account Officer 

menyampaikan kepada nasabah untuk melakukan tanda tangan diatas materai. 

 Ketiga, tahap pencairan dana pembiayaan. Pada tahap ini juga 

membutuhkan beberapa proses diantaranya Account Officer melakukan 

pengecekkan kelengkapan pemenuhan persyaratan pembiayaan yang telah 

disepakati antara lain : 

1. Pengakadan pembiayaan, akad pembiayaan telah ditandatangani nasabah 

diatas materai. 

2.  Surat sanggup sudah ditanda tangani oleh nasabah diatas materai. 

3. Jaminan yang diserahkan telah diikat sesuai ketentuan dan ditutup 

asuransinya. 

4. Biaya adminstrasi, asuransi, dan biaya pengikatan jaminan telahdibayar 

oleh nasabah. 
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5. Hasil pengecekkan dituangkan dalam daftar pengecekkan realisasi  

pembiayaan.  

 

Kemudian daftar pengecekkan realisasi diserahkan kepada kepala PT. 

BPR Syari’ah untuk dilakukan pengecekkan dan memutuskan persetujuan 

pencairan. Setelah itu Account Officer membuatkan memo pencairan yang 

disahkan oleh Marketing Manager. Customer service menerima customer 

facility dan memo, kemudian melakukan proses input pembukaan rekening 

pembiayaan nasabah. Loan Administration melakukan pencairan (melalui 

modul loan). 

Setelah nasabah mendapat pembiayaan modal kerja atau usaha, maka 

disini pihak PT. BPR Syari’ah tetap melanjutkan tugasnya khusunya bagian 

Account Officer yang rutin mengadakan kunjungan dengan meminta dokumen-

dokumen jalannya usaha nasabah seperti : (a) Laporan aktivitas usaha yang 

diterima cabang sesuai yang dipersyaratkan dalam SP3. (b) Laporan atau daftar 

kewajiban menunggak yang dicetak. (c) Daftar kolektibilitas pembiayaan. 

Hasil monitoring dituangkan dalam laporan kepada maketing manager.(Lihat 

Lampiran 1.2) 

Kemudian Acount Officer juga melakukan monitoring angsuran atau  

pembiayaan akan jatuh tempo, membuat daftar angsuran pembiayaan yang 

akan jatuh tempo pada 7 hari yang akan datang. 

Proses pembayaran angsuran atau pelunasan disini teller menerima 

dana untuk kredit rekening dari nasabah, kemudian teller melakukan input 
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setoran di rekening kredit nasabah. Kemudian Loan Administration mendebet 

rekening (dana) untuk pembayan setoran, mencocokkan angsuran pembiayaan 

yang jatuh tempo pada hari itu. Kemudian membuat tiket pendebetan 

pembayaran angsuran yang kemudian dimintakan pengesahan kepada 

operation manager. 

 

 

 

 

 

 

 
 


